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Abstrak
 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam

beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.

Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus

pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara

ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, proses perencanaan

pembangunan dicoba untuk dihadirkan secara terbuka. Kepentingan masyarakat harus tertampung dalam

arah strategi pembangunan nasional. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor pemegang peranan penting

dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam persepsi ini, aktor pembangunan nasional berkembang

bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan

oleh masyarakat dan swasta. Harapan yang ingin dicapai oleh pembentuk undangundang adalah adanya

sinergi antara tiga aktor pembangunan nasional yang akan menciptakan hasil pembangunan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Selain itu juga, membuka peluang partisipasi

masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada saat perencanaan juga menempatkan

pemerintah yang membuka peluang demokrasi untuk melakukan tata kelola sesuai dengan semangat good

governance.

......By the passing of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it

became the initial milestone for development planning in Indonesia. Tracing the preceding few years,

Indonesia has already had guidelines for national development planning. However, these guidelines have not

become a

single integrated system. The focus of the regulation of this law is related to the

planning system which is utilized as the basis for national development. Development planning is an

absolute guideline for State administrators when undertaking national development. In this era of openness,

the development planning process is made fit to be presented openly. The interests of the community must

be accommodated in the line direction of the national development strategy. The community is placed as a

crucial figure who plays an essential role in national development planning. In this perception, the characters

of national development are not only shoout by the

government, but also by the public and the private sector. The goal that the legislators feel imperative to

accomplish is a synergy among the three national development figures that will create development results

in accordance with the

needs of the community, the private sector and the government. In addition, opening up opportunities for

public participation in national development, especially during planning, also places the government that
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welcomes opportunities for democracy to perform governance in accordance with the spirit of good

governance.


